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Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol
kesehatan antara lain meliputi:

Bagi perorangan:

® Menggunakan alat pelindung diri berupa masker
yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika
harus keluar rumah atau berintegrasi dengan orang lain
yang tidak diketahui status kesehatannya;
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® Mencuci tangan secara teratur menggunakan
sabun dengan air mengalir;
® Pembatasan interaksi fisik (physical distancing);

® Meningkatkan daya tahan tubuh dengan
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

® Melaksanakan 4M bagi dirinya dan karyawan;

Tidak melayani pelanggan yang tidak
melaksanakan 4M;

® Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai

® Media informasi untuk memberikan pengertian dan
pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian
Covid-19;

® Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang
mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan
cairan pembersih tangan (hand sanitizer);

® Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan
kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di
lingkungan kerja;

® Pengaturan jaga jarak;

® Pembersihan dan disinfektan lingkungan secara
berkala;

® Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat
yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
dan

® Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus
untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
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® Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola,

penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan
fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan
dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

Bagi perorangan:

m Kerja sosial;
m Denda administratif; atau
® Sanksi adat.

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum;

® Denda administratif;
®m Penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
B Pencabutan izin usaha.

Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 1yaitu membersihkan fasilitas umum dan tempat
ibadah, paling lama 2 jam.

Denda administratif bagi perorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 adalah sebesar
Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan denda administratif
bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggungjawab tempat dan fasilitas umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
bagi usaha kecil dan 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi
usaha menengah dan besar.

Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota berkoordinasi
dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0101
dan Polresta Banda Aceh.

Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dalam
hal pelanggaran 4M di mesjid atau meunasah dan
fasilitas umum di bawah kewenangan pemerintahan
gampong.

Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 3 sebagai berikut:

Mengaji atau menghafal surat pendek;
Mengumandangkan azan di mesjid atau meunasah
selama 1 minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim;
atau Mengikuti pengajian di gampong selama 4 hari
berturut-turut.

Sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim
menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing
pelanggar.
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